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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teoritis 

Hubungan antara perbankan syariah dengan UMKM benar-benar 

penting untuk dicermati. Perihal tersebut karena UMKM adalah sebuah usaha 

yang dijalankan pelaku usaha kecil dan dengan dana yang minim juga, namun 

tetap memiliki andil yang besar di negra Indonesia ini. Di sisi lain mereka 

merupakan usaha yang sensitif karena minimnya akses terhadap dana modal, 

rendahnya tingkat produksi yang didapatkan ataupun pangsa pasar yang 

relatif sempit. 

Dana modal merupakan permasalahan unggul UMKM. Di sisi lain, 

bank syariah tidak cuma mengarah pada pencairan profit saja, tetapi juga 

mempunyai sisi manusiawi yaitu, memberikan pemberdayaan terhadap para 

pelaku UMKM. Penjelasan ini mendefinisikan keterikatan simbiosis 

mutualisme antara perbankan syariah dengan pelaku UMKM.8 

Sebagian permasalahan yang akan dipaparkan dalam penelitian ini yaitu 

pengertian perbankan syariah, pelarangan riba, dan potensi kerjasama antara 

perbankan syariah dengan pelaku UMKM. 

 

                                                             
8 Hana Zunia Rini, Peran Perbankan Syariah Terhadap Eksistensi UMKM Industri 

Rumah Tangga Batik Laweya, vol.1 no.1 2017,  hlm.66 
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1. Perbankan Syariah  

a. Pengertian Perbankan Syariah 

 

Dalam pasal 1 butir 1 UU no.7 tahun 1992 dijelaskan bahwa 

pengertian perbankan syariah yaitu sektor usaha yang menampung 

dana  berasal dari nasabah dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkan kepada nasabah dengan tujuan menambah tarif hidup 

nasabah. Pada pasal 1 butir 13 dijelaskan maksud dari prinsip 

syariah yaitu sebuah peraturan perjanjian dalam kaidah syariat 

islam diantara perbankan dengan nasabah, atau dalam aktivitas 

lainnya yang dipastikan sesuai dengan ketentua syariat islam, 

seperti pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (mudharabah), prinsip 

jual beli dalam rangka mendapat memperoleh laba (murabahah), 

atau pembiayaan barang modal yang didasarkan prinsip sewa murni 

tanpa pilihan (ijarah).9 

Perbankan syariah merupakan bank yang didalam 

aktivitasnya baik dalam menghimpun dana ataupun menyalurkan 

dananya memberikan dan memakai kompensasi atas dasar prinsip 

syariat islam. Definisi bank syariah menurut para ahli, yaitu : 

a) Menurut Sudarsono, bank syariah adalah lembaga keuangan 

negara yang memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya 

                                                             
9 Wiroso,SE,MBA, Produk Perbankan Syariah, (Jakarta Barat: LPFE Usakti 2009), 

hlm.45 
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dalam lalu lintas pembayaran dan juga peredaran uang yang 

beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah. 

b) Menurut Purwataatmadja, bank syariah yaitu bank yang 

beroperasi berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah dan tata 

caranya berdasarkan pada ketentuan Al-Qur’an dan Hadist. 

c) Menurut Siamat Dahlam, bank syariah yaitu bank yang 

menjalankan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang 

didasarkan pada Al-Qur’an dan Hadist. 

d) Menurut Schaik, bank syariah yaitu suatu bentuk dari bank 

modern yang berdasarkan pada hukum Islam yang 

dikembangkan pada abad pertengahan Islam dengan 

menggunakan konsep bagi resiko sebaga sistem utama dan 

meniadakan sistem keuangan yang berdasarkan pada kepastian 

dan keuntungan yang telah ditentukan diawal.10 

b. Perbankan Syariah di Indonesia  

Pengembangan sistem perbankan syariah dalam kerangka 

dual-banking sistem atau sistem perbankan ganda dalam kerangka 

Arsitektur Perbankan Indonesia, dalam menghadirkan alternatif 

jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat 

Indonesia.  

Secara bersama-sama, sistem perbankan syariah dan 

perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi 

                                                             
10 Andrianto, dan Anang Firmansyah, Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan 

Praktik), (Surabaya : CV Penerbit Qiara Media, 2019), hlm 25  
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masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan 

pembiayaan di sektor perekonomian nasional. 

Dengan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam 

yang kita miliki, maka Indonesia sangat berpeluang untuk menjadi 

platform pusat keuangan syariah di dunia. Terwujudnya Indonesia 

sebagai pusat dari ekonomi syariah dunia maka diharapkan akan 

membuka kesempatan yang luas bagi sumber-sumber pembiayaan 

dari pasar keuangan syariah internasional untuk dapat melakukan 

investasi di banyak sektor-sektor potensial di Indonesia, seperti 

sektor pembangunan infrastruktur, sektor energi, dan sektor 

pengolahan sumber daya alam Indonesia yang masih sangat 

berlimpah.  

Karakteristik dari sistem perbankan syariah yang 

menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang 

beretika, mengendepankan nilai-nilai kebersamaandan 

persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan 

spekulatif dalam bertransaksi keuangan, menjadikan kemanfaatnya 

akan dapat dinikmati tidak hanya oleh umat Islam saja tetapi juga 

oleh semua masyarakat tanpa terkecuali.11 

c. Produk Perbankan Syariah 

Produk dari perbankan syariah dapat dibagi menjadi 3 yaitu, 

produk penyalur dana, produk penghimpun dana, dan produk yang 

                                                             
11 Muchtar Ali, Buku Saku Perbankan Syariah (Jakarta : Kementerian Agama Republik 

Indonesia, 2013),  hlm 33-35 
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berkaitan dengan jasa perbankan yang diberikan oleh nasabahnya. 

Adapun produk yang ditawarkan oleh bank terhadap nasabahnya 

dengan penjelasan sebagai berikut : 

1) Penyalur Dana 

Secara garis besar, perbankan syariah dalam 

menyalurkan dana kepada nasabah dapat dibagi menjadi tiga 

kategori yang dapat dibedakan berdasarkan tujuan 

penggunaanya, yaitu : transaksi yang dilakukan dengan prinsip 

jual beli, sewa menyewa, dan kerjasama untuk mendapatkan 

barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil.  

a) Prinsip jual beli (ba’ı) 

Prinsip ini dilakukan dengan adanya kepemilikan 

barang atau benda. Keuntungan yang didapat oleh bank 

dapat ditentukan didepan dan menjadi bagian harga atas 

barang yang dijual. Transaksi jual-beli dapat dibedakan 

berdasarkan bentuk pembayaran dan waktu penyerahan. 

Adapun yang termasuk kedalam pembiayaan ini yaitu, 

pembiayaan murabaha, salam, dan isthisna. 

 

b) Prinsip Sewa (Ijarah)  

Transaksi ijarah yaitu kesepakatan pemindahan hak 

guna atas barang atau jasa melalui sewa dan diakhir sewa 
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dapat diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang 

atau jasa tersebut. 

c) Prinsip Bagi Hasil (Syirkah)  

Produk pembiayaan syariah yang berdasarkan prinsip 

bagi hasil yaitu, musyarakah dan mudharabah.12 

2) Penghimpun Dana 

Dalam penghimpun dana di bank syariah dapat 

berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional 

syariah yang diterapkan dalam penghimpunan daan masyarakat 

yaitu pinsip wadiah dan mudharabah. Adapun penjelasannya 

sebagai berikut : 

a) Prinsip wadiah  

Dalam perbankan syariah prinsip wadiah yang 

diterapkan adalah wadiah yad dhamanah yang dapat 

diterapkan pada produk rekening giro. Wadiah yad 

dhamanah yaitu titipan yang diberikan kepada bank syariah 

(sebagai pihak yang dititipi) bertanggungjawab atas 

keutuhan harga titipan sehingga ia boleh memanfaatkan 

harta titipan tersebut. Sedangakan wadiah amanah 

prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak 

yang dititipi.  

 

                                                             
12 Adji Waluyo Pariyatno, E-book Perbankan Syariah, ( Jakarta : Pusat Komunikasi 

Ekonomi Syariah, 2008), hlm 32 
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b) Prinsip mudharabah  

Prinsip mudharabah, penyimpan atau deposan 

bertindak sebagai shahibul maal (pemilik modal) dan bank 

sebagai mudharib (pengelola). Hasil dari usaha ini akan 

dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang telah disepakati 

oleh kedua belah pihak. Pihak bank dapat menggunakan 

dana ini untuk melakukan pembiayaan mudharabah, maka 

pihak bank harus bertanggungjawab penuh atas kerugian 

yang terjadi. Berdasarkan kewenangan yang diberikan pihak 

penyimpan dana, prinsip mudharabah terbagi menjadi dua 

yaitu, Mudharabah mutlaqah dan Mudharabah 

muqayyadah.13 

3) Jasa Perbankan  

Bank syariah dapat melaksanakan berbagai pelayanan 

jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapatkan imbalan 

serupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut antara 

lain : 

a) Sharf (Jual Beli Valuta Asing)  

Prinsip yang digunakan ini yaitu jual beli mata uang 

yang tidak sejenis, dalam penyerahannya harus dilakukan 

pada waktu yang sama dan pihak bank dapat mengambil 

keuntungan dari jual beli valuta asing ini. 

                                                             
13 Ibid, Adji Waluyo Pariyatno, hlm 42 
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b) Ijarah (Sewa)  

Jenis dari kegiatan ijarah ini adalah penyewaan kotak 

simpanan (safe deposit box) dan jasa tata laksana 

administrasi dokumen. Bank dapat imbalan sewa dari jasa 

tersebut.14 

d. Pelarangan riba di dalam perbankan syariah 

Perbankan syariah beroperasi tanpa adanya bunga, seperti yang 

telah sering dilakukan oleh perbankan konvensional. Karena di 

dalam bunga sangat jelas terdapat unsur riba sebagaimana yang 

telah dijelaskan dalam AlQuran. Perbankan syariah bekerja dengan 

memakai dasar yang diperbolehkan dalam syariat islam. 

Larangan riba dalam islam dilakukan secara berjenjang, sesuai 

dengan kesiapan penduduk pada saat itu. Pada tahap pertama 

dijelaskan bahwa riba akan menyingkirkan harta dari hidayah 

Allah, sedangkan amal sedekah akan menambah hidayah sampai 

berlipat ganda (QS.30:39), tahap selanjutnya pada awal periode 

madinah penerapan riba dilarang dengan keras (QS.4:161), tahap 

yang berikutnya Allah menyerukan supaya golongan muslim 

menyingkirkan riba jika mereka menghendaki keselamatan yang 

sesungguhnya sesuai islam (QS.3:130-132), dan tahap yang 

terakhir Allah mengutuk keras mereka yang mencoba 

                                                             
14 Ibid, Adji Waluyo Pariyatno, hlm 52 
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menggunakan riba, menegaskan perbedaan yang jelas antara 

perniagaan dan riba.15 

 

e. Fungsi perbankan syariah 

Keberadaan perbankan syariah sangat dibutuhkan masyarakat 

diberbagai lokasi, karena tidak hanya sebagai penyimpanan uang 

saja, namun sebagai lokasi permodal dapat dihimpun dan diakses. 

Beberapa kegunaan perbankan syariah yaitu: 

1) Penghimpunan dana  

Menghimpun dana berasal dari nasabah yang berbentuk 

tabungan, atau dalam perbankan syariah sering disebut dengan 

tabungan wadiah.  

2) Penyaluran dana 

Setelah terkumpulnya dana dari masyarakat yang berbetuk 

tabungan, kemudian perbankan syariah menyalurkan kembali 

kepada masyarakat yang membutuhkan. 

3) Fungsi sosial kemasyarakatan 

Adalah penghimpunan dana nasabah yang berbentuk 

zakat, infaq, atau sedekah, kemudian akan disalurkan untuk 

seseorang yang membutuhkannya, tanpa mengharap imbalan 

ataupun sebuah laba. 

                                                             
15 Ascarya dan Diana Yumanita,  Bank Syariah, (Jakarta:PPSK BI 2005), hlm.6 
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Selain itu Dalam melakukan kegiatan usahanya bank syariah 

berdasarkan pada prinsip syariah, dan prinsip kehati-hatian. Tujuan 

dari perbankan syariah adalah untuk menunjang pelaksanaan 

pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, 

kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Adapun 

fungsi dari perbankan syariah yaitu, fungsi bank syariah sebagai 

penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan 

investasi, fungsi bank syariah untuk menyalurkan dana kepada 

masyarakat yang membutuhan dana dari bank, dan fungsi  bank 

syariah memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan : 

1) Fungsi bank syariah untuk menghimpun dana dari masyarakat. 

Fungsi ini bank syariah sebagai pengumpul dana dari 

masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad al-

wadiah dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad 

al-mudharabah.  

a) Akad wadiah merupakan akad antara nasabah dengan bank, 

dimana nasabah menitipkan dananya kepada bank dan bank 

menerima titipan tersebut untuk dapat memanfaatkan titipan 

nasabah dalam transaksi yang diperbolehkan dalam Islam. 

b) Akad mudarabah merupakan akad antara pemilik dana 

kemudian menginvestasikan dananya ke bank, dimana 

pihak bank dapat memanfaatkan dana yang investasikan 

dengan tujuan tertentu yang diperbolehkan dalam Islam. 
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2) Fungsi bank syariah sebagai penyalur dana kepada masyarakat. 

Fungsi dari bank syariah ini yaitu menyalurkan dana kepada 

masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat dapat memperoleh 

pembiayaan dari bank, asalkan dapat memenuhi semua 

ketententuan dan persyaratan yang berlaku di bank syariah. 

Dalam menyalurkan dananya bank syariah akan memperoleh 

return atas dana yang disalurkan. Return atau pendapatan yang 

diperoleh bank syariah atas penyaluran dana ini tergantung pada 

akadnya. 

 Bank syariah menyalurkan dananya kepada masyarakat 

dengan menggunakan berbagai macam akad, antara lain akad 

jual beli dan akad kemitraan atau kerjasama usaha. Dalam akad 

jual beli, maka return yang diperoleh bank atas penyaluran 

dananya adalah dalam bentuk margin keuntungan. Margin 

keuntungan merupakan selisih antara harga jual kepada nasabah 

dan harga beli bank.  Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas 

penyaluran dana kepada nasabah yang menggunakan akad kerja 

sama usaha adalah bagi hasil.  

3) Fungsi bank syariah sebagai pelayan jasa bank 

Selain bank sebagai penghimpun dana dan penyaluran 

dana kepada masyarakat,  bank syariah juga memberikan 

pelayanan jasa perbankan untuk nasabahnya. Pelayanan jasa ini 

diberikan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 
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dalam melakukan aktivitasnya. Produk yang ditawarkan dalam 

pelayanan jasa perbankan syariah ini dapat diberikan kepada 

nasabah antara lain jasa pengiriman uang (transfer), pemindah 

bukuan, penagihan surat berharga, dan lain sebaginya. 

Aktivitas pelayanan jasa merupakan aktivitas yang 

diharapkan oleh bank syariah untuk dapat meningkatkan 

pendapatan bank syariah  yang berasal dari fee atas jasa layanan 

perbankan. Dari beberapa bank berusaha untuk meningkatkan 

pelayanan jasa  yang dapat bertujuan untuk memuaskan 

nasabah. Dalam pelayanan dapat dikatan memuaskan nasabah 

adalah ketika pelayanan jasa yang cepat dan akurat. Maka bank 

syariah dapat berlomba-lomba untuk menginovasi dalam 

meningkatkan kualitas produk layanan jasa perbankan. Dengan 

adanya pelayanan jasa tersebut, maka bank syariah mendapat 

imbahan berupa fee.16 

f. Tujuan Bank Syariah  

Bank syariah memiliki beberapa tujuan diantaranya : 

1) Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat 

secara Islam, khususnya  muamalat yang berhubungan 

dengan perbankan. Supaya terhindar dari praktik yang 

dilarang oleh Islam, seperti riba atau jenis usaha lain yang 

mengandung unsur gharar, dimana jenis usaha tersebut 

                                                             
16 Andrianto, dan Anang Firmansyah, Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan 

Praktik), (Surabaya : CV Penerbit Qiara Media, 2019), hlm 27-31 
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dapat menimbulkan dampak negative terhadap kehidupan 

ekonomi rakyat. 

2) Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi 

dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan 

investasi, supaya tidak menjadi kesenjangan yang amat 

besar antara pemilik modal dengan pihak yang 

membutuhkan dana. 

3) Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan 

membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama 

kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha 

yang produktif, menuju terciptamnya kemandirian usaha. 

4) Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada 

umumnya merupakan program utama dari negara-negara 

yang sedang berkembang. Upaya bank syariah di dalam 

mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah 

yang lebih seperti program pembinaan konsumen, program 

pengembangan modal kerja dan program pengembangan 

usaha bersama. 

5) Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan 

aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan 

ekonomi di akibatkan adanya inflansi, menghindari 

persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan. 

6) Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap 

bank konvensional.17 

g. Landasan Hukum Perbankan Syariah 

Untuk membahas landasan hukum perbankan syariah tidak 

lepas dari sejarah perkembangan perbankan syariah di Indonesia. 

                                                             
17Muchtar Ali, Buku Saku Perbankan Syariah (Jakarta : Kementerian Agama Republik Indonesia, 

2013),  hlm 46 
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Perbankan syariah perkembangan di Indonesia melalui beberapa 

tahap periode yaitu: 

1) Periode sebelum tahun 1992 

Sebelum tahun 1992 di Indonesia telah berdiri bank 

syariah dalam bentuk BPR-Syariah, yaitu BPRS Mardathillah, 

BPRS Berkah Amal Sejahtera, Al Mukaromah dimana sebagai 

pendiri adalah alumni ITB atau masjid salman (masjid dalam 

lingkungan kampus ITB Bandung). Pada tahun ini BPRS 

didirikan sesuai dengan peundang-undang yang berlaku pada 

saat itu (bank konvensional) dan tidak ada yang mengatur 

tentang bank syariah di samping masyarakat yang belum 

memumgkinkan untuk diajak bertransaksi syariah, sehingga 

BPR Syariah tersebut mati secara pelan-pelan. 

2) Periode tahun 1992 sampai dengan tahun 1998 

Dalam periode ini lahir puluhan BPR-Syariah dan satu bank 

umum syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia. Pada periode ini 

bank syariah didirikan berdasarkan Undang-Undang No 7 tahun 

1992 tentang perbankan. Dalam Undang-Undang No 7 tahun 

1992 ini tidak dibahas secara jelas atau secara langsung tentang 

bank syariah, hanya dalam pasal 6 huruf m dan pasal 13 huruf c 

mengatur tentang usaha bank syariah yaitu: 
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a) Usaha Bank Umum: “menyediakan pembiayaan bagi nasabah 

berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang 

ditetapkan dalam peraturan pemerintah.” (pasal 6 huruf m) 

b) Usaha Bank Perkreditan Rakyat: “menyediakan pembiayaan 

bagi masyarakat berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan 

ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.” 

(pasal 13 huruf c) 

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No 7 tahun 

1992 tentang perbankan tesebut pemerintah mengeluarkan 2 

ketentuan perbankan syariah yaitu: 

a) Peraturan pemerintah no 72 tahun 1992 tentang bank 

berdasarkan bagi hasil. Sehingga Undang-Undang no 7 

tahun 1992 tentang perbankan dan peraturan pemerintah 

tersebut sebagai landasan hukum berdirinya bak umum 

syariah. 

b) Peraturan pemerintah no 73 tahun 1992 tentang bank 

pengkreditan rakyat berdasarkan bagi hasil. Sehingga 

Undang-Undang No 7 tahun 1992 tentang perbankan dan 

peraturan pemerintah tersebut sebagai landasan hukum 

berdirinya bank perkreditan rakyat dalam periode ini. 

Pada periode ini tidak ada ketentuan lain kecuali ketentuan 

tersebut diatas, seperti peraturan Bank Indonesia, ketentuan tentang 

akuntansi dan sebagainya. Pada periode ini masing-masing dewan 
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pengawas syariah mengeluarkan fatwa masing-masing sehingga 

ketentuan syariah BPR-Syariah yang satu berbeda dengan lain dan 

berbeda pula dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DPS Bank 

Muamalat Indonesia. Pada periode ini Bank Syariah dalam 

menjalankan kegiatan usaha dibidang syariah, sesuai dengan 

kemampuan masing-masing, berdasarkan fatwa masing-masing 

Dewan Pengawas Syariah yang bersangkutan. 

3) Periode tahun 1998 sampai dengan tahun 2008 

Dari pengalaman dan kajian yang dilakukan ternyata bank 

syariah memiliki karakteristik yang berbeda dengan bank 

konvensional, maka Undang-Undang No 7 tentang perbankan 

disempurnakan dengan Uundang-Undang No 10 tahun 1998 

tentang perubahan Undang-Undang No 7 tentang perbankan. 

Dalam Undang-Undang No 10 tahun 1998 tersebut telah dibahas 

ketentuan-ketentuan bank syariah misalnya: 

a) Dalam pasal 1 angka 13 disebutkan “prinsip syariah adalah 

aturan perjanjian berdasarkan prinsip islam antara bank dan 

pihak lain untuk penyimpanan dana dan/ atau pembiayaan 

kegiatan usaha atau kegiatan usaha lainnya yang dinyatakan 

sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan 

prinsip bagi hasil, pembiayaan berdasarkan prinsip pernyataan 

modal, prinsip jual beli barang dengan memperoleh 

keuntungan, atau pembiayaan barang modal berdasarkan 
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prinsip sewa murni tanpa pilihan, atau dengan adanya pilihan 

pemindahan kepemilikan atas barang yang di sewa dari pihak 

bank oleh pihak lain.” 

b) Pasal 6 huruf m “menyediakan pembiayaan dan/ atau 

melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai 

dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.”  

c)  Masih banyak pasal-pasal lain yang mengatur tentang 

perbankan syariah. Oleh karena dalam Undang-Undang No 10 

tahun 1998 telah dibahas bank syariah,pemerintah mencabut 

dua peraturan pemerintah tersebut diatas dengan peraturan 

pemerintah nomor 30 tahun 1998. Sebagai peraturan 

pelaksanaanya Bank Indonesia mulai tahun1999 banyak mulai 

mengeluarkan peraturan Bank Indonesia yang mengatur bank 

syariah. Ketentuan-ketentuan ini yang merupakan landasan 

hukum berdirinya Bank Pengkreditan Rakyat Syariah dan 

Bank Umum Syariah seperti, Bank Mandiri Syariah, Bank 

Mega Syariah dan beberapa cabang syariah dari bank 

konvensional seperti, BRI Syariah, BNI Syariah, BTN Syariah, 

dsb. 

4) Periode setelah tahun 2008 

Mulai tahun 2008 perbankan syariah di Indonesia 

memiliki Undang-Undang tersendiri yaitu, Undang-Undang no 

21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Undang-Undang ini 
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secara lengkap sebagaimana tercantum pada lampiran buku ini. 

Bank Syariah yang didirikan dan/ atau menjalankan kegiatan 

usahanya mulai tahun 2008 sudan tentu berdasarkan Undang-

Undang no 21 tahun 2008 dan seluruh peraturan pelaksanaanya. 

Ketentuan-ketentuan yang diatur berdasarkan Undang-Undang 

no 10 tahun 1998 dan peraturan pelaksanaanya tetap berlaku 

sepanjang peraturannya tidak bertentang dengan peraturan 

Undang-Undang no 21 tahun 2008.18 

 

2. UMKM 

a. Pengertian UMKM  

Definisi dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah yaitu: 

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri 

sendiri, yang dilakukan oleh orang  perorangan atau badan usaha 

yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang 

perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik 

langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha 

Besar yang mrmrnuhi kriteria Usaha Kecil. 

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang 

berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan 

usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang 

                                                             
18 Wiroso, SE, MBA, Produk Perbankan Syariah, (Jakarta: Usakti LPFE 2009), hlm. 48-

51 
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perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik 

langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha 

Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil kekayaan tahunan. 

Berdasarkan definisi diatas maka pada intinya definisi 

UMKM adalah sebuah usaha kecil yang dikelola oleh perorangan 

yang fokus pada perekonomian produktif, yang sesuai dengan 

kriteria ataupun karakteristik usaha kecil dan menengah yang telah 

ditetapkan oleh UU. 19 

b. Pemberdayaan UMKM  

Dalam rangka pemberdayaan UMKM di Indonesia, Bank 

Indonesia (2011) mengembangkan filosofi lima jari/ Five finger 

philosophy, maksudnya setiap jari mempunyai peran masing-

masing dan tidak dapat berdiri sendiri serta akan lebih kuat jika 

digunakan secara bersamaan.  

1) Jari jempol, mewakili peran lembaga keuangan yang berperan 

dalam intermediasi keuangan, terutama untuk memberikan 

pinjaman/pembiayaan kepada nasabah mikro, kecil dan 

menengah serta sebagai Agents of development (agen 

pembangunan).  

2)  Jari telunjuk, mewakiliregulator yakni Pemerintah dan Bank 

Indonesia yang berperan dalam Regulator sektor riil dan fiskal, 

Menerbitkan ijin-ijin usaha, Mensertifikasi tanah sehingga dapat 

                                                             
19 Feni dwi anggraeni dkk,  Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

Melalui Fasilitasi Pihak Eksternal dan Potensi Internal, vol.1 no.6, hlm1288 
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digunakan oleh UMKM sebagai agunan, menciptakan iklim 

yang kondusif dan sebagai sumber pembiayaan.  

3)  Jari tengah, mewakili katalisator yang berperan dalam 

mendukung perbankan dan UMKM, termasuk Promoting 

Enterprise Access to Credit (PEAC) Units, perusahaan penjamin 

kredit.  

4) Jari manis, mewakili fasilitator yang berperan dalam 

mendampingi UMKM, khususnya usaha mikro, membantu 

UMKM untuk memperoleh pembiayaan bank, membantu bank 

dalam hal monitoring kredit dan konsultasi pengembangan 

UMKM.   

5) Jari kelingking, mewakili UMKM yang berperan dalam pelaku 

usaha, pembayar pajak dan pembukaan tenaga kerja. 

Kebersamaan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM) dan 

bank komersial merupakan salah satu dari sekian banyak bentuk 

simbiosis mutualisme dalam ekonomi. Kebersamaan tersebut 

bukan saja bermanfaat bagi keduanya, tetapi juga bagi 

masyarakat dan pemerintah. Masyarakat menikmati ketersediaan 

lapangan kerja dan pemerintah menikmati kinerja ekonomi 

berupa naiknya Pendapatan Domestik Bruto (PDB), yang 

menyumbang lebih dari separuh PDB Indonesia.20 

 

                                                             
20 Delima sari lubis, Pemberdayaan UMKM Melalui Lembaga Keuangan Syariah 

Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Kota Padangsidimpuan, vol.2 no.2 2016, hlm. 140 
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3. Peranan  

a. Pengertian peranan  

Pengertian peran menurut para ahli dalam jurnal peran 

badan perencanaan pembangunan daerah dalam penyusunan 

RPMJ Kota Tomohon, yaitu : 

1) menurut Soerjono Soekanto yaitu peran merupakan aspek 

dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan 

hak dan kewajibannya, maka ia menjalankan suatu peranan. 

Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam 

karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau 

tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing 

organisasi atau lembaga.  

2) Menurut Gibson Invancevich dan Donelly peran adalah 

seseorang yang harus berhubungan dengan 2 sistem yang 

berbeda, biasanya organisasi. 

3) Menurut Riyadi peran dapat diartikan sebagai orientasi dan 

konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam 

oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu 

individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan 

orang atau lingkungannya.  

Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara 

struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan 

lainnya). Dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan 
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kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung 

fungsinya dalam mengorganisasi. Peran merupakan seperangkat 

perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang 

kesemuannya menjalankan berbagai peran. Hakekatnya peran 

juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu 

yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian 

seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus 

dijalankan. Peran yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat 

atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang 

sama.  

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian 

peran merupakan suatu tindakan yang membatasi seseorang 

maupun suatu organisasi untuk melakukan suatu kegiatan 

berdasarkan tujuan dan ketentuan yang telah disepakati bersama 

agar dapat dilakukan dengan sebaik – baiknya.21 

b. Peranan Perbankan Syariah  

Peranan perbankan syariah dalam kegiatan langsung dapat 

dikemas dalam beberapa aspek dibawah ini:  

1) Menjadi perekat nasionalisme, artinya yaitu terbentuknya 

jaringan usaha ekonomi kerakyatan melalui bank syariah yang 

menjadi fasilitator aktif. 

                                                             
21 Syaron Brigette Lantaeda, dkk, “Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon”, 2017 Vol.4 No.048, hal 2-3 
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2) Memberdayakan perekonomian umat dan beroperasi secara 

transparan. Artinya yaitu visi ekonomi kerakyatan harus 

menjadi dasar aktivitas bank syariah.  

3) Memberikan return yang lebih baik. Artinya yaitu, investasi di 

bank syariah tidak memberikan janji yang pasti mengenai 

return (keuntungan) yang diberikan kepada investor.  

4) Mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan. Artinya 

yaitu, adanya transaksi produktif dari dana nasabah terjadi 

karena dorongan bank syariah.  

5) Mendorong pemerataan pendapatan. Artinya yaitu, bank 

syariah bukan hanya mengumpulkan dana pihak ketiga, namun 

juga dapat mengumpulkan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah.22 

4. Pemanfaatan dari Pelaku UMKM 

a. Monitoring Usaha  

Menurut Mardiani, monitoring adalah proses pengumpulan 

dan analisis informasi berdasarkan indicator yang ditetapkan 

secara sistematis dan kontinu tentang kegiatan program sehingga 

dapat dilakukan tindakan koreksi untuk penyempurnaan program 

kegiatan itu selanjutnya. Pemantauan yang dapat dijelaskan 

sebagai kesadaran (Awareness) tentang apa yang ingin diketahui, 

pemantauan berkadar tingkat tinggi dilakukan agar dapat 

                                                             
22 Setia Budhi Wilardjo, Pengertian, Peranan dan Perkembangan Bank Syariah di 

Indonesia, vol.2 no.1 2004, hlm.6-7 
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membuat pengukuran melalui waktu yang menunjukkan 

pergerakan ke arah tujuan atau menjauh dari itu.23 

Sedangkan monitoring usaha dapat diartikan sebagai 

kegiatan pemantauan yang dilakukan pada sebuah usaha dengan 

tujuan untuk mendapatkan penyempurnaan melalui tindakan 

koreksi yang diberikan saat proses pemantauan tersebut. 

b. Layanan Konsultasi 

Menurut Prayitno, layanan konsultasi adalah layanan 

konseling oleh guru pembimbing terhadap pelanggan (konsulti) 

yang memungkinkan konsulti memperoleh wawasan, pemahaman 

dan cara yang perlu dilaksanakan untuk menangani masalah pihak 

ketiga.24 

Adapun menurut Badan Standar Nasional Pendidikan 

dijelaskan bahwa layanan konsultasi yaitu layanan yangpeserta 

didik atau pihak lain dalam memperoleh wawasan, pemahaman, 

dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani kondisi 

dan atau masalah peserta didik.25 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

pengertian layanan konsultasi adalah layanan konseling yang 

dilakukan oleh konselor sebagai konsulta kepada konsulti dengan 

                                                             
23 Ade Hendini, “Pemodelan UML Sistem Informasi Monitoring Penjualan dan Stok 

Barang (Studi Kasus: Distro Zhezha Pontianak), vol. 4, no. 2, 2016 hlm. 107. 
24 Prayitno, “Layanan Bimbingan Kelompok dan Konseling Kelompok” (Jakarta: Ghalia 

Indonesia) 2017, hlm.1 
25 Badan Standar Nasional Pendidikan, “Satuan Tingkat Penyusunan Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan”,  (Jakarta: Depdiknas), 2006 hlm. 6 
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tujuan memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang 

perlu dilaksanakan konsulti dalam rangka membantu terselesainya 

masalah.   

B. Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Irma Muzdalifa, Inayah Aulia Rahma, 

dan Bella Gita Novalia dalam jurnal “Peran fintech dalam meningkatkan 

keuangan inklusif pada UMKM di Indonesia” (pendekatan keuangan syariah) 

bisa ditarik kesimpulan bahwa hadirnya beberapa perusahaan fintech turut 

berandil dalam peningkatan UMKM. Peran perusahaan fintech disini 

bukanhanya menolong  pembiayaan pelaku usaha saja, namun juga sudah 

merambat ke berbagai dimensi seperti jasa pembayaran digital dan 

pengaturan keuangan.26 

Muslimin Kara melakukan penelitian dengan judul “Kontribusi 

pembiayaan perbankan syariah terhadap pengembangan UMKM” dengan 

hasil kemajuan pembiayaan terhadap nasabah bank syariah dalam usaha 

kemajuan UMKM diberikan sesuai kebutuhan modal nasabah. Keterangan 

diatas dapat menjelaskan bahwa peran serta pembiayaan bank syariah dalam 

membantu mengembangkan UMKM sangat berpengaruh.27 

Dalam penelitian jurnal “bank syariah dan umkm dalam 

menggerakkan roda perekonomian indonesia: suatu kajian literatur” yang 

ditulis oleh Nik Amah mendapat hasil analisis bahwa penelitian ini 

                                                             
26 Irma muzdalifa dkk, Peran Fintech dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif pada 

UMKM di Indonesia, vol.3 no.1 2018 
27 Muslimin kara, Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah terhadap Pengembangan 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah, vol.13 no.2 2013 
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merupakan studi literatur yang telah dibahas sebelumnya, maka disimpulkan 

bahwa dengan prinsip syariah islam perbankan syariah dalam pemberdayaan 

umkm di Indonesia. Mengacu beberapa literatur yang telah dibahas 

sebelumnya, maka disimpulkan bahwa dengan prinsip syariah islam, 

perbankan syariah berperan penting dalam menggerakkan roda perekonomian 

Indonesia melalui pengembangan dan pemberdayaan umkm.28 

Singgih Muheramtohadi melakukan penelitian dengan judul “Peran 

Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia” dan 

mendapatkan hasil yaitu Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), sangat 

penting bagi perkembangan ekonomi di Indonesia karena kontribusi UMKM 

sangat jelas di sektor riil dan dilakukan oleh sekelompok akar rumput, dan 

sebagai salah satu tiang penyangga stabilitas ekonomi nasional. Sebagaimana 

dibuktikan oleh daya tahan UMKM terhadap krisis moneter pada tahun 1997 

silam, bahwa lebih dari 95 persen sektor usaha ini mampu bertahan di tengah 

kolapsnya moneter nasional. Pemberian pembiayaan kepada UMKM lebih 

efektif, karena dialokasikan benar-benar pada kebutuhan usaha kecil secara 

langsung. Pertimbangan lain yang harus diperhatikan oleh pemerintah adalah 

bahwa landasan filosofis negara ini adalah Pancasila. Dalam hal ini, negara 

berdasarkan atas Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.29 

Pada jurnal yang berjudul “Peranan Bank Syariah dalam 

Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah” yang ditulis oleh 

                                                             
28 Nik amah, Bank Syari’ah dan UMKM dalam Menggerakkan Roda Perekonomian 

Indonesia:Suatu Kajian Literatur, vol.2 no.1 2013 

 
29 Singgih Muheramtohadi, Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan 

UMKM di Indonesia, vol.8 no.1 2017 
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Muhadjirin mendapatkan hasil bahwa kondisi perbankan syariah di masa 

depan memiliki tantangan yang cukup berat di mana bank- bank syari‟ah 

dalam menyajikan produk-produknya harus menarik, kompetitif, sesuai 

dengan kebutuhan UMKM, tetapi tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, 

karena itu perbankan syariah harus lebih kreatif dan inovatif dalam 

mendesain produk dan pelayanannya. Produk-produk bank syariah yang ada 

sekarang harus dikembangkan variasi dan kombinasinya, sehingga menambah 

daya tarik bank syariah. Untuk mengembangkan produk-produk yang 

bervariasi dan menarik, bank syariah di Indonesia dapat membangun 

hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya baik secara 

lokal maupun internasional. Selain itu Prospek perbankan syariah kedepannya 

sangat cerah, ini dapat menjadi berita baik bagi dunia usaha. Karena yang 

diharapkan adalah bank syariah mampu menjadi lembaga yang dapat 

meningkatkan jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada 

di Indonesia. Mengingat pangsa pasar bank syariah yang sangat besar. Dapat 

dilihat dari banyak bank-bank konvensional yang membuka cabang syariah 

secara langsung maupun melalui konversi cabang-cabang konvensionalnya 

menjadi cabang syariah. Apabila itu semua dapat mewadahi praktek dunia 

usaha pasti akan memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan 

UMKM di Indonesia.30 

Penelitian yang dilakukan oleh Achmad Rifa’i dalam jurnal yang 

berjudul “Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Memplementasikan 

                                                             
30 Muhadjirin, Peranan Bank Syariah dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah, vol.3 no.1 2017 
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Keuangan Inklusif Melalui Pembiayaan UMKM” mendapatkan hasil bahwa 

Bank Pembiayaan Syariah secara  keseluruhan telah menjadi lembaga 

intermediasi yang secara konsisten dalam mengimplementasikan keuangan 

inklusif. Hal ini bisa dilihat dari tiga indikator utama yang ditetapkan Bank 

Indonesia yaitu akses, penggunaan, dan kualitas. Melihat terus meningkatnya 

ketiga komponen tersebut, tentu menjadi hal yang menggembirakan bahwa 

BPRS mampu ikut berkontribusi untuk menjangkau masyarakat menengah 

bawah yang menjadi sasaran utama keuangan inklusif. Dalam penelitian ini, 

UMKM diupayakan menjadi salah satu jalan untuk mempercepat strategi 

pengimplementasian keuangan inklusif di Indonesia, apalagi dilihat melalui 

data dari OJK bahwa BPRS menaruh porsi lebih besar terkait pembiayaan 

berdasarkan sektor usaha kepada UMKM dibandingkan kepada sektor usaha 

yang lain. Hal ini dilakukan BPRS karena meyakini bahwa cara paling efektif 

dalam melalukan persebaran keuangan inklusif adalah melalui pembiayaan 

UMKM yang memiliki efek multiplier tinggi.31 

Penelitian yang dilakukan oleh M. Paramita dan M.I.Zulkarnain pada 

jurnal yang berjudul “Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap 

Pemenuhan Kebutuhan Permodalan Usaha Mikro Kecil dan Menengah” 

mendapatkan hasil bahwa Lembaga Keuangan Mikro Syariah telah 

menunjukan perannya dalam pemenuhan kebutuhan usaha UMKM melalui 

produk pembiayaan atau permodalan yang dapat menambah peningkatan aset. 

Peningkatan aset UMKM dapat terjadi karena pengelolaan permodalan oleh 

                                                             
31 Achmad Rifa’i, Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Mengimplementasikan 

Keuangan Inklusif Melalui Pembiayaan UMKM, vol.4 no.2 2017 
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UMKM sebagai kegiatan produktif seperti modal kerja dan investasi, namun 

penggunaan modal sebagai konsumsi tidak berpengaruh terhadap peningkatan 

aset. Selain itu terdapat Kebijakan Pemerintah dalam pengembangan UMKM 

diantaranya pemberian akses permodalan, pembinaan atau pelatihan, 

peningkatan promosi produk, perluasan pemasaran dan penyediaan sarana 

dan prasarana. Hal tersebut tidak terjadi pada semua responden yang 

mendapatkan kebijakan pemerintah.32 

Penelitian yang dilakukan oleh Nova Yanti Maleha yang berjudul 

“Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Berbasis Keuangan Mikro 

Syariah” mendapatkan hasil bahwa struktur masyarakat Indonesia yang amat 

heterogen membutuhkan lembaga keuangan yang sesuai dengan karakteristik 

masing-masing kelompok. Karakter orang Indonesia yang bersifat komunal 

sangat sesuai dengan jenis lembaga keuangan yang bersifat community 

banking. Lembaga keuangan mikro yang kuat tentunya akan berdampak 

positif pada pengembangan usaha mikro kecil dan menengah di seluruh 

pelosok. Beberapa jenis lembaga keuangan yang sebelumnya berbasis 

konvensional mulai bertransformasi menjadi lembaga keuangan berbasis 

syariah, untuk meraih jumlah pasar yang lebih besar. Transformasi lembaga 

keuangan menjadi berbasis syariah mengandung nilai positip jika konsep 

syariah (bagi hasil) benar dijalankan dan bukan menerapkan konsep interest 

(bunga bank) yang dikemas dalam platform syariah. Ada beberapa aspek 

yang dijadikan dasar dalam penguatan lembaga microfinance syariah yang 

                                                             
32 M.Paramita dan M.I.Zulkarnain, Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap 

Pemenuhan Kebutuhan Permodalan Usaha Mikro Kecil dan Menengah,  vol.4 no.1 2018 
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terdiri dari 4 aspek yaitu; aspek SDI, aspek Infrastruktur, aspek pasar, dan 

aspek manajemen serta masing-masing aspek mempunyai beberapa spesifik 

permasalahan dan solusinya. Sistem kapitalisme, mejadikan perbankan 

sebagai jantung yang memompa darah berupa uang agar mengalir lancar 

untuk membiayai usaha yang biasanya bersifat skala besar atau industri. 

Sementara di dalam aliran darah itu ada zat-zat yang membahayakan tubuh, 

yaitu berupa interest based system, uangnya tidak berstandar emas/ perak dan 

lingkungan yang kapitalistik, dimana pada suatu waktu dapat merusak bahkan 

menghancurkan organ usaha yang dibangun oleh kalangan usaha. Pendekatan 

sistem ekonomi Islam dimana jantungnya adalah baitul mal, mensyaratkan 

standar uang berupa emas dan perak yang akan mengalir lancar di sektor riil 

dengan pelaku UMKM dengan support negara secara penuh. Sehingga 

lingkungan kehidupan yang jauh dari kapitalistik akan menghasilkan sistem 

keuangan Islam yang akan menjadi rahmat bagi seluruh umat.33 

Penelitian yang dilakukan oleh Murdani, Sus Widayani, dan Hadromi 

dalam judul “Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemberdayaan 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi di Kelurahan Kandri Kecamatan 

Gunungpati Kota Semarang) mendapat hasil bahwa potensi ekonomi di 

Kelurahan Kandri adalah pertanian, perikanan, pariwisata, dan UMKM. 

Faktor pendukung dalam pengembangan masyarakat di bidang ekonomi ini 

meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah. 

                                                             
33 Nova Yanti Maleha, Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Berbasis Keuangan 

Mikro  Syariah, vol.1 no.1 2015 
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Sedangkan faktor penghambatnya adalah keterbatasan modal, sarana dan 

prasarana serta partisipasi masyarakat yang rendah.34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

34 Murdani, Sus Widayani, Hadromi, Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui 

Pemberdayaan UsAHA Mikro Kecil dan Menengah (Studi di Kelurahan Kandri Kecamatan 

Gunungpati Kota Semarang), vol.2 no.23 2019 
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C. Kerangka Konseptual 

Dari permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, kerangka berfikir 

dapat memberikan gambaran alur penelitian mengenai peranan perbankan 

syariah dalam meningkatkan perekonomian pelaku usaha mikro kecil dan 

menengah di daerah plosokandang tulungagung. Berdasarkan paparan di atas 

maka dapat digambarkan melalui kerangka berfikir seperti di bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Kerangka Berfikir

Pelaku Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah 

Peranan perbankan syariah  

Dalam meningkatkan perekonomian 


